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ABSTRAK 

Kebakaran lahan gambut mempunyai dampak yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan 

dan dampak yang timbul inipun sangat erat kaitannya dengan pertimbangan hukum, terutama 

mengingat Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. 

Dari segi lingkungan, kebakaran inidapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, 

degradasi lahan, emisi gas rumah kaca yang dalam jumlah besar, yang mana semuanya 

berkontribusi dalam perubahan iklim global. Jika melihat dari sudut pandang peraturan 

pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut menegaskan kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk 

mencegah, menangani, dan memulihkan lahan yang terkena dampak kebakaran. Untuk mengurangi 

kemungkinan terulangnya kebakaran lahan gambut dan untuk menjaga kesehatan manusia dan 

kelestarian lingkungan, diperlukan solusi yang komprehensif dengan pengawasan ketat dan 

penerapan yang konsisten. 

Kata Kunci: Dampak, Lahan Gambut, Peraturan Pemerintah. 

 

PENDAHULUAN 

Permasalahan kebakaran lahan gambut di Indonesia sudah menjadi masalah 

lingkungan yang serius dan harus segera diselesaikan dengan tepat. Sebagian besar lahan 

gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat dari berbagai spesies fauna dan 

tanaman langka. Lebih penting lagi lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. 

Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai 

penyangga hidrologi area sekelilingnya. Konservasi lahan gambut akan mengganggu 

semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut.1 

Maka dari pada itu lahan gambut mempunyai perananan yang sangat penting 

terhadap kehidupan manusia serta mahluk lain yang berada dilingkungan sekitarnya. 

Mengenai permasalahan ini disebabkan karena tidak hanya bisa mengancam 

keseimbangan ekosistem, akan tetapi juga akan menimbulkan dampak buruk pada 

kesehatan manusia, kualitas udara, dan perekonomian yang terkena imbasnya. Maka 

daripada itu pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk segera 

menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya ialah dengan membuat Peraturan 

Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan 

dan pengelolaan ekosistem lahan gambut. Adanya peraturan ini diharapkan bisa 

menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem lahan gambut sebagai 

bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi 
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Kebakaran lahan gambut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian, 

transportasi, hingga pariwisata, yang terganggu akibat buruknya kualitas udara dan 

terbatasnya mobilitas masyarakat, kemudian pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran 

memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Adapun dampak yang ditimbulkan 

tidak hanya terbatas pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, namun juga 

meluas kepada masyarakat yang berada di wilayah yang jauh bahkan ke negara tetangga 

sekalipun hal ini dikarenakan asap dari lahan gambut yang terbakar dapat terbawa angin 

sehingga mencapai berbagai wilayah disekitarnya. 

Pada segi lingkungan, kebakaran lahan gambut berdampak signifikan terhadap 

ekosistem alami dan biologis dari sudut pandang lingkungan. Banyak jenis tumbuhan dan 

satwa, termasuk spesies yang dilindungi, dapat ditemukan di lahan gambut. 

Menghancurkan lingkungan ini dengan api dapat menyebabkan kepunahan spesies dan 

menurunkan kualitas tanah, sehingga mempersulit penanaman di lahan tersebut dan 

membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. 

 

METODOLOGI   

Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.2 Pendekatan 

studi kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen hukum dan 

publikasi ilmiah yang berkaitan dengan dampak kebakaran lahan gambut terhadap 

manusia dan lingkungan ditinjau dari perspektif Peraturan 

Pemerintah No.57 Tahun 2016. Analisis yuridis dilakukan dengan memeriksa 

peraturan-peraturan yang berlaku dan menelaah bagaimana kaitannya dengan dampak 

Kebakaran Lahan Gambut Terhadap Manusia dan Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif 

Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2016. 

Studi kepustakaan juga dilakukan untuk dapat memahami dampak yang ditimbulkan 

dari kebakaran lahan gambut terhadap manusia dan lingkungan ditinjau dari perspektif 

peraturan pemerintah No.57 tahun 2016 tersebut, termasuk dampaknya pada masyarakat 

umum dan lingkungan disekitarnya, dengan merujuk pada artikel, buku, dan laporan 

penelitian yang relevan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Permasalahan Kebakaran Lahan Gambut 

Lahan gambut merupakan ekosistem yang penting dan juga terbentuk dari adanya 

akumulasi bahan organik, salah satunya adalah sisa-sisa tumbuhan yang sudah melewati 

masa pembusukan dan hal ini biasanya terjadi dalam kondisi basah juga minim oksigen 

selama lebih dari ribuan tahun. Lalu, lahan gambut pun diakui sebagai kawasan ekosistem 

yang memiliki peran ekologis yang penting ditinjau dari sudut pandang peraturan 

perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di indonesia, khususnya dalam hal 

penyerapan karbon, keseimbangan air, dan juga penyediaan habitat bagi berbagai 

tumbuhan dan hewan langka. Berdasarkan hal ini pula, lahan gambut mempunyai peran 

yang penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim juga dalam upaya melestarikan 

keanekaragaman hayati. Di Indonesia sendiri dalam upaya mengatur perlindungan dan 

juga melakukan pengelolaan terkait dengan lahan gambut biasanya dilakukan melalui 

beberapa aturan serta kebijakan khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun salah satu 
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yang berkaitan dengan aturan penting ialah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 

mengenai Dalam peraturan inipun ditetapkan bahwa dengan adanya lahan gambut yang 

memiliki kedalaman tertentu juga tempat yang berfungsi supaya menjadi zona lindung 

haruslah dijaga dan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang bisa merusak kawasan 

tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, terkait dengan pengelolaan lahan gambut yang 

baik pastinya selalu melibatkan pendekatan berbasis ekosistem, yang mana dalam 

pelaksanaan pemanfaatan lahan gambut tersebut pastinya akan tetap mempertimbangkan 

daya lingkungan, seperti halnya dengan tidak membuat kering lahan gambut secara 

berlebih karena hal itu biasanya dapat memicu kebakaran hutan dan degradasi lahan. 

Dalam segi hukum bisa di tinjau bahwasannya setiap kegiatan yang dapat menimbulkan 

pelanggaran atau dapat membuat kerusakan kepada ekosistem dari lahan gambut bisa 

dikenai hukuman administratif sampai dengan hukuman pidana. Maka dariitu peran 

pemerintah serta berbagai organisasi lingkungan pun akan mendorong regulasi, 

pemantauan ketat, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam melestarikan serta 

memulihkan lahan gambut, mengingat peran penting dari kawasan ini terhadap kelestarian 

lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di masa yang akan datang. 

Kemudian di Indonesia, mengenai permasalahan kebakaran lahan gambut menjadi 

tugas penting yang belum terselesaikan sepenuhnya, khususnya pada musim kemarau. 

Kebakaran lahan gambut bisa terjadi dikarenakan lahan yang sudah mengalami proses 

pengeringan dan hal itu membuat lahan tersebut menjadi sangat rawan terhadap api dan 

bisa menimbulkan permasalahan kebakaran lahan dan akan berdampak pada pencemaran 

udara dari adanya asap yang ditimbulkan itupun akan menimbulkan masalah kesehatan 

bagi masyarakat sekitar yang menghirup udara yang tercemar dari adanya kebakaran lahan 

gambut tersebut, Selain masalah kesehatan, aktivitas sehari-hari masyarakat juga menjadi 

terhambat oleh adanya kabut asap. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sosial 

lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat terganggu dengan adanya kabut 

asap.3 Biasanya ada beberapa penyebab utama dari terjadinya kebakaran lahan gambut di 

Indonesia adalah: (1) cuaca yang ekstrim, hal ini berkontribusi besar terhadap intensitas 

musim kemarau yang membuat lahan gambut lebih kering dari biasanya, sehingga lebih 

rentan terhadap api dan mudah terbakar; (2) lahan gambut yg mudah terbakar, biasanya 

lahan gambut dikeringkan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian 

saluran-saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air keluar dari lahan gambut 

menyebabkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar; (3) cara bercocok tanam 

masyarakat dengan cara membakar, beberapa perusahaan dan petani kecil menggunakan 

metode pembakaran untuk membersihkan lahan. Cara ini dianggap cepat dan murah, 

namun berdampak negatif, terutama ketika kebakaran menyebar tak terkendali; (4) 

tindakan membakar secara meluas, motif finansial; (5) tidak optimalnya pencegahan oleh 

aparat; (6) kurang cepat & efektifnya pamadaman api; dan (7) penegakan hukum yg tidak 

bisa menyentuh dalang pelaku pembakaran, kurangnya pengawasan serta lemahnya 

penegakan hukum juga menjadi faktor utama. Praktik-praktik pembukaan lahan dengan 

cara di bakar sering tidak diawasi dengan ketat, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

tidak selalu diikuti dengan sanksi tegas. 

B. Dampak Yang Ditimbulkan dan Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Gambut 

Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 
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Kebakaran lahan gambut secara umum mempunyai dampak yang signifikan, 

mengenai permasalahan ini memiliki jangkauan yang luas mempengaruhi ekosistem 

lingkungan dan masyarakat lokal. Kebakaran lahan gambut berpotensi menimbulkan 

kerugian serius terhadap ekosistem dari sudut pandang lingkungan, hal ini disebabkan 

karena lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon dan akan mengeluarkan banyak 

gas karbon dioksida jika terbakar hal ini juga berdampak pada pemanasan global dan juga 

berdampak pada emisi gas rumah kaca. 

Kebakaran lahan gambut secara alami dapat mengeluarkan gas metana beberapa kali 

lebih banyak dibandingkan kebakaran di lahan lain karena lahan gambut merupakan salah 

satu penyimpan karbon terbesar di dunia akibat akumulasi bahan organik selama ribuan 

tahun. Kebakaran lahan gambut berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap 

pemanasan global dibandingkan kebakaran di lahan lain. Pembakaran lahan gambut 

menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan udara, dan simpanan karbon 

secara signifikan. Dibandingkan dengan luas daratan dunia secara keseluruhan, jumlah 

lahan gambut sangatlah kecil. Namun, lahan gambut ini dapat menyimpan karbon yang 

cukup banyak dari jumlah karbon tanah yang tersimpan di seluruh dunia di bandingkan 

dengan dari tanah mineral.5 Selain itu, asap tebal dari kebakaran lahan gambut 

menyebabkan polusi udara yang signifikan dan bahkan dapat mencapai negara-negara 

tetangga. Kabut asap ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena mencemari udara dan mengganggu 

kesehatan masyarakat. 

Kebakaran lahan gambut berdampak pada penghidupan dan kualitas hidup penduduk 

setempat. Hal ini dikarenakan asap yang dihasilkan berpotensi mengganggu jalannya 

transportasi, khususnya pesawat terbang, operasional sehari-hari, dan jarak pandang. 

Selain itu, ekologi udara terganggu kemudian pencemaran air akibat abu atau senyawa 

beracun akibat dari kebakaran, serta sektor pertanian dan perikanan terkena dampaknya, 

karena lahan yang terbakar menjadi rusak bahkan tidak dapat digunakan lagi. Hilangnya 

pendapatan ini tentunya berdampak pada perekonomian, khususnya bagi daerah pedesaan 

yang mengandalkan lahan untuk berkebun atau bertani. 

Beberapa undang-undang dan peraturan lain yang melarang pembakaran lahan untuk 

pembukaan lahan karena dapat memicu kebakaran lahan gambut jika ditinjau dari sudut 

pandang hukum lingkungan hidup. Jika diketahui ada seseorang yang membakar lahan, 

maka mereka dapat menghadapi hukuman pidana dan perdata. Namun, terkadang 

kurangnya bukti atau sulitnya mengidentifikasi pelaku sebenarnya seringkali menghambat 

penerapan dan penegakkan peraturan ini, terutama ketika kebakaran terjadi di lahan 

konsesi milik perusahaan besar. 

Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperkuat pengawasan, memberikan 

fasilitas untuk mencegah kebakaran, dan memberikan hukuman berat bagi mereka yang 

bersalah untuk mengatasi hal ini supaya tidak berulang kembali. Secara umum, dampak 

kebakaran lahan gambut merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian 

menyeluruh dari sudut pandang ekologi, kesehatan masyarakat, perekonomian, dan 

penegakan hukum. Untuk menghentikan kebakaran lahan gambut agar tidak terjadi lagi. 

Baik dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi 

untuk menciptakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kebakaran Dampak 

Kebakaran Lahan Dessy, Alvira, Azalia, Aulia lahan gambut tersebut. Hal ini 
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dikarenakan permasalahan kebakaran lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia telah 

memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, perekonomian, dan 

kesehatan masyarakat sehingga mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 

tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Ketentuan pelestarian, pemanfaatan, dan 

restorasi ekosistem gambut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no. 57 Tahun 2016 

dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kerusakan akibat kebakaran, khususnya 

di lahan gambut. Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru 

sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya pada areal ekosistem 

gambut untuk tanaman tertentu. Selain itu disebutkan pula larangan untuk membakar 

lahan gambut atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran. Dengan demikian 

perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan pembakaran pada lahan 

kelapa sawitnya, dan juga bila terjadi kebakaran harus melakukan penanggulangan dan 

pencegahan agar kebakaran tidak meluas. 

Peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa permasalahan krusial, antara 

lain: (1) Zona Lindung dan Zona budidaya, Lahan gambut dipisahkan menjadi kawasan 

lindung dan kawasan pertanian berdasarkan undang-undang ini. Suatu kawasan yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung memiliki tujuan utama untuk mengendalikan 

keseimbangan air tanah, menyimpan cadangan air, dan mencegah segala aktivitas yang 

dapat membahayakan ekosistem gambut. Sebaliknya, kawasan budidaya merupakan 

kawasan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan namun harus tunduk pada 

peraturan yang ketat agar tidak mengganggu fungsi ekosistem gambut. (2) Tingkat 

Kedalaman Air Tanah: Menurut PP No. 57 Tahun 2016, udara tanah pada ekosistem 

gambut harus dilindungi pada kedalaman tertentu, yaitu tidak lebih dari 0,4 meter di 

bawah permukaan gambut. Hal ini bertujuan untuk menjaga lahan gambut agar tidak 

mengalami kekeringan yang dapat memicu kebakaran. (3) Larangan Pembakaran: 

Peraturan ini melarang pembakaran untuk membuka lahan, khususnya di lahan gambut. 

Larangan ini juga dikenakan pada individu atau organisasi yang mengelola lahan akibat 

hukum dari pelanggaran aturan ini dapat berupa denda administratif, sanksi pidana, 

bahkan pembatalan izin usaha. 

Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, sejumlah 

tindakan pemantauan dan sanksi dilakukan untuk menjamin bahwa pelaku usaha dan 

masyarakat mematuhi undang-undang ini. Untuk memastikan pemilik konsesi atau 

penanggung jawab lahan gambut mengikuti pedoman pengelolaan maka Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemantauan dan inspeksi 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun sanksi administratif dapat berupa 

pencabutan izin usaha, penghentian sementara kegiatan, atau bahkan teguran tertulis jika 

ditemukan pelanggaran. Aturan ini pun memperbolehkan penerapan hukuman pidana, 

seperti denda yang besar dan hukuman penjara, bagi pelanggar yang menyalakan api di 

lahan gambut dan dalam penerapan penegakan hukumnya pun masih menghadapi 

sejumlah kesulitan. 

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya dilapangan, sehingga 

pemantauan di seluruh wilayah yang rawan mengalami kebakaran tidak dilakukan dengan 

seefektif mungkin. Untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan gambut di Indonesia 

pemerintah harus lebih berupaya meningkatkan sistem pemantauan dan melibatkan 
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masyarakat lokal serta pemangku kepentingan  Adapun beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan: Pertama, kemampuan pengawasan dan koordinasi; kurangnya koordinasi 

lembaga dan kurangnya kemampuan pengawasan lapangan adalah dua permasalahan 

terbesar dalam penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya dan personel membuat 

pengawasan menjadi kurang optimal, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. 

Kemudian yang kedua, Ketidaktegasan Sanksi: Meskipun Peraturan Pemerintah ini telah 

menjatuhkan sanksi, namun pada kenyataannya sanksi administratif dan pidana sering kali 

tidak diterapkan secara ketat. Banyak perusahaan perkebunan besar yang diketahui 

melakukan pembakaran lahan gambut sering kali lolos dari tindakan tersebut atau hanya 

mendapat hukuman ringan, sehingga efek jeranya tidak cukup. 

Kemudian ketidak selarasan dengan tujuan ekonomi menjadi penyebab ketiga: 

Kebakaran lahan gambut sering terjadi di wilayah konsesi milik perusahaan-perusahaan 

besar yang terlibat dalam industri perkebunan, khususnya di sektor kelapa sawit. Peraturan 

yang ada terkadang bertentangan dengan kepentingan komersial dan ekonomi, sehingga 

sulit untuk ditegakkan tanpa tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ke 

empat, perlindungan Masyarakat Adat dan Lokal: Peraturan Pemerintah ini mengenai 

konflik antara kelompok masyarakat adat dan kelompok lokal terkait lahan gambut masih 

belum sepenuhnya dilindungi oleh Peraturan Pemerintah ini. Meskipun partisipasi 

masyarakat adat seringkali sangat penting dalam mencegah kebakaran, penerapan 

kebijakan dan peraturan saat ini kurang memperhatikan peran mereka. Penanggulangan 

kebakaran di lahan gambut tidak dapat hanya digantungkan pada penegakan hukum, 

terlebih terhadap warga masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan gambut dengan 

berbagai bentuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal mereka. Secara keseluruhan, 

meskipun PP No. 57 Tahun 2016 merupakan langkah yang baik dalam regulasi kebakaran 

lahan gambut, efektivitasnya masih belum optimal di lapangan. Kelemahan dalam 

penegakan sanksi, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, serta adanya tekanan 

dari kepentingan ekonomi menjadi beberapa alasan utama kurangnya efektivitas peraturan 

ini.7 Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi diperlukan perbaikan pada aspek 

penegakan hukum yang lebih tegas kemudian dukungan penuh terhadap pengawasan serta 

pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama 

menjaga kelestarian lahan gambut. 

Salah satu regulasi yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini adalah Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut8. Peraturan ini menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi kebakaran lahan 

gambut, di antaranya: (1) Penataan Zonasi Fungsi Ekosistem Gambut: PP 57/2016 

mengatur zonasi fungsi ekosistem gambut menjadi dua, yaitu zona lindung dan zona 

budidaya. Zona lindung merupakan wilayah yang harus dijaga untuk melestarikan fungsi 

ekologis lahan gambut. Pengaturan zonasi ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan 

lahan gambut dari adanya akibat aktivitas yang berisiko, seperti konversi lahan untuk 

perkebunan yang sering kali memicu kebakaran. (2) Restorasi Ekosistem Gambut yang 

Rusak: Peraturan ini mengharuskan pemulihan ekosistem gambut yang sudah rusak 

melalui proses restorasi, seperti membasahi kembali gambut yang mengering, melakukan 

reforestasi, dan meningkatkan tata kelola air. Pemulihan ini dapat membantu 

mengembalikan fungsi ekologis gambut sebagai pengatur air dan penyerap karbon alami. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Lahan gambut merupakan ekosistem yang penting dan juga terbentuk dari adanya 

akumulasi bahan organik, salah satunya adalah sisa-sisa tumbuhan yang sudah 

melewati masa pembusukan dan hal ini dalam terjadi dalam kondisi basah juga minim 

oksigen selama lebih dari ribuan tahun. Di Indonesia sendiri dalam upaya mengatur 

perlindungan dan juga melakukan pengelolaan terkait dengan lahan gambut biasanya 

dilakukan melalui beberapa aturan serta kebijakan khusus yang sudah dibuat 

sebelumnya. Adapun salah satu yang berkaitan dengan aturan penting ialah Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016. 

2. Kemudian kebakaran lahan gambut berdampak pada penghidupan dan kualitas hidup 

penduduk setempat. Asap yang dihasilkan berpotensi mengganggu transportasi, 

khususnya pesawat terbang, operasional sehari-hari. Selain itu, ekologi udara terganggu 

kemudian pencemaran air akibat abu atau senyawa beracun akibat dari kebakaran, serta 

sektor pertanian dan perikanan terkena dampaknya karena lahan yang terbakar tidak 

dapat digunakan lagi. Hilangnya pendapatan ini tentunya berdampak pada 

perekonomian, khususnya bagi daerah pedesaan yang mengandalkan lahan untuk 

berkebun atau bertani. Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 

Tahun 2016, sejumlah tindakan pemantauan dan sanksi dilakukan untuk menjamin 

bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi undang-undang ini. 
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